
6.1 Simpulan 

BABVI 

KESIMPULAN 

Dalam bab I disampaikan bahwa tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk menganalisa peran ~ertFt masyarakat sesuai dengan isi Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomer 7 Tahun 2011 yang tertera pada bab VIII pasal 36. 

Peran serta masyarakat tersebut diteliti dikecamatan Coblong khususnya kelurahan 

Lebak Siliwangi dan lebih difokuskan kepada taman Sangkuriang yang diresmikan 

diawal tahun 2016. 

Pada tahap perencanaan, Dinas Pemakaman dan Pertamanan sama sekali 

tidak melibatkan peran serta dari masyarakat Lebak Siliwangi. Perencanaan 

sepenuhnya berada ditangan pemerintah dalam penyusunan masterplan, penyusunan 

kebijakan desain tekhnis, dalam penyusunan kebijakan besaran biaya serta 

penjadwalan pembangunan RTH yaitu taman Sangkuriang. Menurut teori yang 

dikemukan Arenstein, tidak diikut sertakan nya masyarakat didalam perencanaan 

merupakan level paling bawah dari 8 tangga tahapan peran masyarakat yaitu level 

non-participation. 

Pada tahapan pelaksanaan yang terdiri dari perencanaan dari pembangunan, 

pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan. Sesuai dengan fakta dilapangan, 

Diskamtam melalui kecamatan dan kelurahan berhasil meningkatkan peran serta 

masyarakat menjadi begitu dominan dalam proses pembangunan taman Sangkuriang, 

dalam hal ini konsep citizen power yang dikemukakan oleh Sherry Arenstei berjalan 

sesuai konsep bahwa pemerintah mencoba mensejajarkan posisi dengan masyarakat 

didalam proses pembangunan taman Sangkuriang ini. 
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Dalam tahapan pengawasan dan pengendalian peran serta masyarakat hanya 

terjadi di dua kategori saja yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam kedua kategori 

tersebut peran serta masyarakat berada dilevel citizen power didalam konteks 

kemitraan dan monitoring berada di level pertengahan yaitu tokenism di konteks 

informasi, informasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait 

hal yang berhubungan dengan monitoring. 

6.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan diatas, saran yang dapat 

diberikan oleh penulis tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta 

masyarakat didalam pengelolaan RTH kecamatan Coblong sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan upaya sosialisasi yang dilakukan masyarakat 

terhadap pengelolaan R TH khususnya taman Sangkuriang secara merata 

melalui media komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Penggunaan media komunikasi yang tepat didasarkan adanya 

perbedaan latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan masyarakat. Selain itu, 

sosiaHsasi dilakukan agar masyarakat paham bahwa tugas dan tanggung 

jawab pemerintah bersama masyarakat begitu penting demi mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya sosialisasi yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

2. Memanfaatkan media sosial. Media sosial dapat dijadikan media untuk 

meningkatkan peran scrta masyarakat didalam pengelolaan RTH dan 

meningkatkan nilai-nilai partisipatif yang terkandung didalamnya kepada 

masyarakat.Hal tersebut mengingat bahwa di era modemini pengguna media 

•. 
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sosial jumlahnya banyak. Oleh karena itu, diharapkan melalui iklan 

musrenbang dalam media sosial (LINE, Twitter, Instagram, Facebook dll.) 

3. Selain media sosial elektronik, pemanfaatan media cetak seperti koran harian, 

majalah, spanduk di jalan raya juga dapat dijadikan sebagai media untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam peneelolClan RTH. 

4. Selain itu, dari pemerintah Kecamatan sendiri perlu melakukan penyuluhan 

langsung terhadap masyarakat demi meningkatnya peran serta mereka 

didalam pengelolaan RTH. Penyuluhan ini dilakukan secara berkelanjutan 

dan serempak di setiap daerah. Tentunya penyuluhan dikemas dengan 

menarik, misalnya bagi peserta yang hadir disediakan doorprize atau reward 

lainnya. Selain itu, waktu pelaksanaan juga disesuaikan dengan waktu luang 

masyarakat, misalnya pada hari libur, akhir pekan, sore hari, atau malam hari. 

5. Perlu adanya peningkatan sosialisasi atas jadwal pelaksanaan pengelolaan 

R TH demi meningkatkan peran setia masyarakat yang dimulai dari tingkat 

R W. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tabu secara pasti mengenai 

jadwal pelaksanaanya. Dengan demikian diharapkan, masyarakat mampu 

mempersiapkan diri dan meluangkan waktu untuk ikut menjadi partisipan 

dalam pengelolaan RTH. Sosialisasi terkait waktu pelaksanaan ini dapat 

dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, media cetak, media elektronik, 

dan penyuluhan 

6. Membentuk tim khusus scrupa humas l~rkail musrenbang yang memiliki 

fungsi mensosialisasikan musrenbang kepada seluruh lapisan masyarakat. 

7. Memberikan informasi mengenai program-program yang terpilih dan akan 

direalisasikan secara transparan. Selain itu, informasi daftar program 

i· 
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pembangunan yang akan direalisasikan disajikan beserta alasan terealisasinya 

program tersebut. Kemudian adanya program tentang pengelolaanyang 

diusulkan masyarakat yang direalisasikan, diharapkan mampu membuat sense 

of belonging masyarakat semakin positif. Selain itu, keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan yang 

dihasilkan, akan meminimalisir kekecewaan dan penantian dalam 

ketidakpastian yang dialami masyarakat. 
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